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MOTTO: 

Mengetahu kekurangan diri adalah tangga buat kesempurnaan 

diri.berusaha terus mengisi kekurangan adatah keberanian luar biasa 

(Hamka) 

Dalam diam, orang dapat berfikir tenang dan ketenangan inilah yang 

dapat menguasai keadaan" 

Kupersembahkan kepada 

Bapak, lbu, lstri, Kakak senta Adikku 

tercinta yang telah memberikan dorongan 

baik materiil maupun spirituil hingga 

selesainya sknipsi ini 

Teman-teman yang baik hati 

Universitas tslam Sultan Agung Semarang 



KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWI, yang Maha Kuasa, 

Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang atas rahmat hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudud 

" PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA INVESTOR 

DENGAN PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PERSERO) DI 

SEMARANG" 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dan tugas guna mencapai gelar 

sarjana lengkap dalam llmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung 

Semarang 

Penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan yang penulis 

miliki, maka dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan 

lbarat kata pepatah "Tiada gading yang tak retake" maka skripsi ini jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran-saran demi sempurnanya skripsi ini 

Penulisan skripsi ini dapat selesai setelah memperoleh bimbingan dan 
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sangat berguna bagi penulis hingga selesainya skripsi ini 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A.tatar tietaang stat @an Atasan lenititan 4uqdut 

• Latar ietakag Masada ht, 

ata perekonoman Indonesia yang berdasarkan pada fancasta dengan 

asas kekeluargaan secara konsttusional, Dasar imi termaktub @dalam pasad ayat ti) 

UUD 19 yang berbunyi Perekonomian disusun sebagat usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan Jiwa dan semangat isi dani pasat imi merupan 

perwupudan sla ke-hma Pancasila yaitu eacdilan sosial bag seluruh rak yat 

naoneta 

emoangnan yang aksanakan i Indonesia adatah usaha yang 

ditakuan oten tiangsa Indonesia untuk meneiptakan kemak muran an kesejahteraa 

rak yat. Uleh k.arena itu hasif-hasil pembangunan harus dapat d aikmati oteh seluruh 

rak yat Indonesia, sebagar pemngkatan kesejhteraan material dan spiritual secara adil 

an merata Hal int dapat dikatakan tahwa pembangunan nasiona ititikberatkan 

pada sektor ekonomi. Salah satu taktor terpenting dalam pemoangunan ekonomi 

nasvonat adatan dengan mengembangk.an kebiyakan industni, perdagangan, an 

vestasr atam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka peluang 

yang sama ternadap kesempatan kerja dan berusaha bag segenap rakyat dan selurun 

daeran metatu keunggutan kompetitit terutama berbasis keunggutan sumber daya 

alam an sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk periakuan 

rskrimnatit an namoatan. Hal tersebut tercantum dalam Garis­ 
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Garis lesar Hauan Negara (GBHN) Ta. MPR RI No. IV/MPR/1999, A 

IV 

Olen karena itu pemerintah telah menyediakcan fasilitas dengan 

dibentuknya beberapa kawasan industri Di mana didalam kawasan industri ini 

tersedia lahan industri dan banguna pabrik siap pakai bagi investor lengkap dengan 
sarana dan prasarananya 

2. Alasan Pemilihan Judut, 

Pada penyusunan skripsi ini, penulis telah memilih judul yaitu 

Pelaksanaan Perjanjian Juad-Beli Tanah Antara Investor Dengan PL.Kawasan 

Industri Wijayakusuma (Persero) Di Semarang". Adapun alasan penulis memilih 

judul tersebut karena penulis mengetahui bahwa pada masa sekarang ini Pemerintah 

telah membuat kebijakan untuk dapat menata Badan Usaha Milik Negara (BUMNy 

secara efisien, transparan, dan profesional terutama yang usahanya berkaitan dengan 

kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri, 

Hankam, pengeiolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainya yang tidak dilakukan 

oleh swasta dan koperasi. Hal ini tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) Tap.MPR RI NO. IV/MPR/1999, BAB IV, 

Atas dasar hal tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk dapat 

mengetahui lebih mendalam dan meneliti secara Hukum tentang perjanjian jual-beli 

tanah yang terjadi di dalam suatu Kawasan industni yang sahamnya dimiliki oleh 

negara atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
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.embatasan Masalahr dan lerumusa Ms.ala h 

Ulen arena tu supaya tidak terat penyelasan yang tidak berkatan 

engan masalan yang sesunggunnya, an karena antara pita kawasan inustr 

dengan prhak investor terjadi juat-beli tanah yang tentunya menggunakan peryanan, 

maka penuns membatasi bahwa obyek yang itehiti adalah f Kawasan Industrt 

wiayakusuma tpersero) yang terletak di daerah kKota Semarang dengan salah satu 

nvestornya cDagat comtoh sampel 

erbicara mengenai perjanpan jua-behi tanah industni maka akan 

dihadapk.an pada berbagai kendala serta masalah yang timbul dan harus disepak at 

oleh kedua betah pihak yakmi antara PI Kawasan lndustn wijayakusuma tpersero 

sebaga penyuat dan investor selaku pembehr yang akan mempergunaan tanan 

tersebut untuk usaha Maka penuts menentukan bahwa perumusan masalahnya 

adalah sebagar berut 

gamana petak sanaan puat-beh tanan hr rt awasan Industn wrayausum.a 

2 Apa sayak.ah kendala yang jumpar dalam melakukan perjanpan juat-behi tanah 

diPl kKawasan industni Wijayakusuma dan bagaimana cara mengatasmnya 

..±upuan 'enetitu 

luyuan penehrtan datam penuhsan skrpsi mt adatan ujuan subyektit an 

uyuan obyektt 

t. fujuan subyektif, 

Untuk penyusunan skripsi dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Juad­ 

ehi fanah Antara investor Dengan PL.kawas.an fndustri Wijayakusam.a 

3 



(persero) Di Semarang"scbagar persyaratan penyetesaiaan studi untuk mencapar 

gelar Sarjana Hukum (5l#) 

2. Fujuan Obyektif. 

a. Untuk mengetahui tentang tinjauan pelaksanaan perjanjian juat-beli tanah 

di kawasan industri 

b. Untuk dapat memberikan sumbangan iimu pengetahuan hukum pada 

umumnya dan pembaca pada khususnya 

c. Untuk memberikan masukan pada instansi Pemerintah yang terkait tentang 

kendala serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual­ 

beli tanah guna mencari penyelesaiannya 

D. Sistematika Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab dan tiap­ 

tiap bab dibagi lagi kedalam sub-sub bab Hal ini dimaksudkan agar dapat 

memperjelas dalam penguraian seianjutnya 

Adapun sistematika skripsi ini akan penuhis uraikan sebagai berikut 

BABI .PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah 

yang didalamnya terdapat alasan pemiihan judul, pembatasan 

masalah dan perumusan masalah untuk dapat lebin menjurus dalam 

menemukan serta mempelajari masalah yang terjadi, tujuan 

penehitian yang mengemukakan tuyuan subyektif serta tujuan obyektit dan 
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stemata peneitian 

BAB II KEKANGKA IEOK 

oalam bab ini akan ijelask.an mengenai teori-teon dasar-dasar Hukum, 

peraturan-peraturan yang berkatan dengan permasalahan yang qteiii 

yang aperoieh dart penehtian kepustakaan dan penetitian iapargan. Yang 

terain arr fubungan perikatan dengan perjanjian, Pengertan perjanpan 

pada umumnya dan perjanpan jual-beli, serta Prosedur pelaksanaan jual­ 

beli tanah pada kawasan industrj 

BAB ill ME FODE PENEL TIAN 

atu metode yang menyangut cara kerpa untuk mengetahut atau untuk 

dapat memahani obyek yang menjadi sasaran ilmiat, penulis seagai cara 

untuk menemukan, menembangkan dan mengupi kebenaran sutu 

pengetahuan engan mempergunakan metode-metoe man untu 

memecahk.an permasatahar-permasalahan yang timbut dart penehtan 

tersebut Dalam bat ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, 

spesitikasir penehrtian, metode populasi dan penarikan sampel, metode 

pengumputan data, metode penyajian data dan anahisis data 

AI I LAPOK AN HASIL PE NELIAN DAN EM1AHASAN 

Latam bab mi ak an ruratkan mengenar hash-ha sit penehitian yatu 

pelaksanaan perjanpan jyual-behi tanah antara Investor dengan 

i kawasan industri Wijayakusuma (persero), baik terhadap 

ken@dala-kendala yang dihadapi maupun cara mengatasmnya 

5 



BABV PENUTU 

Pada bab penutup ini penulis akan menguraikan kesimpulan. 

kesimpulan dari seluruh bab yang telah diuraikan sebelumnya dan 

disajikan pula saran-saran dani penemuan penulis dalarm mengadakn 

penetitian 

DAFT AR PUSTAkKA 

LAMPIRAN 

6 I 



BAB IL 

KERANGKA TEORI 

A, fubungan Perikatan dengan Perjanjin 

Perikatan menurut Subekti adalah sebagai berikut 

Perikatan adalah suatu perhubungan ±fukum antara dua orang atau dua pihak 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. ') 

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si 

berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan 

debitur atau si berhutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi 

adalah suatu perhubungan hukum yang berarti bahwa si berpiutang itu dijamin 

oleh Hukum atau Umdang-Undang 

Menurut pasal 1233 KUH-Perdata sumber-sumber penikatan ialah 

perjanjian dan Undang-Undang yang menyatakan, "Tiap-tiap perikatan dilakukan 

baik karena persetujuan baik karena Urdang-Undang' 

Sedangkan menurut pasal 1352 KUH-Perdata, "Perikatan yang 

dilahirkan dani Undang-Undang scbagai akibat dart perbuatan orang' 

Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang semata-mata adalah 

perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan 

melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak yang bersangkutan 

terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut 

) Subekti, Hokum Perianiian Cetakan kt PT tetcrmaa kart 1987 

7 
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Perikatan yang bersumber dant Undang-Undang scbagar akibat 

perbuatan orang, mak sudnya adaiah bahwa dengan dilakukannya serangkaian 

tingk.an laku seseorang, maka Undang-Undang metekatkan akibat fukum berue 

perikatan terhadap orang tersebut. fingkah laku sescorang mungkin puta 

merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan Undang-Undang (melawan Hukum) 

Perikatan sewatu-waktu dapat hapus atau batal, hat tersebut diatur 

dalam pasal 158l KUH-erdata tantang hapusnya perikatan-perikatan yang 

berbunyi, "Perikatar-penikatan hapus 

arena pembayaran, 

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 

karena pembaharuan utang, 

karena perjumpaan utang atau kompensasi, 

karena percampuran utang, 

karena pembebasan utangnyA, 

karena musnahnya barang yang terutang, 

karena kebatalan atau pembatalan, 

arena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini, 

karena liwatnya waktu, ha mana akan diatur dalam suatu bab tersendii" 

Selain sumber perikatan yang terdapat dalam pasal 123 KUH-Perdata 

yang berbunyi, Tia-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik 

karena undang-undang , Juga masih ada sumber perikatan yang lain yaitu fimu 

Pengetahuan Hukum Perdata, Hukum yang tidak tertutis, dan keputusan Hukum 

8 
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Dani sumber-sumber yang disebut oleh Undang-Undang tersebut di 

atas, yang paling penting adalah perjanjian. Metalui perjanjian itu pihak-pihak 

mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan 

yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan 

atau ketertiban umum. Dengan kebebasan mengadakan perjanjian maka subyek­ 

subyek perikatan tidak hanya terik.at untuk mengadakan perikatan-perikatan yang 

namanya dikenal oleh Undang-Undang tetapi berhak untuk mengadakan 

perjanjian-perjanjian khusus 

Dengan demikian hubungan antara penikatan dengan perjanjian bahwa 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di 

sampmg sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan 

karena kedua belah pihak itu sctuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan 

bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. 

Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau 

persetujuan tertulis 

t,Pengertin Perjanjin Pata tmumaya dan Perjanjian dud-Deli [anal 

I. Pengertian Perjanjian ada mumnya. 

Perjanjian metibatkan dua orang atau lebih. Perjanjian menurut Subekti 

adalah sebagai berikut 

9 
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' 

erjanjian adaah suatu penistiwa di mana seorang berjany kepada 

orang lain atau i mana dua orang tadi saling berjanji untuk meiaksanakan sesuatu 

hal : 

Dari peristiwa di atas, akan timoul suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan, Perjanjian akan memimbuikan suatu penikatan 

antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu 

berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan 

yang diucapkan secara lisan atau ditulis. 

Perjanjian biasanya selalu perbuatan hukum bersegi dua. Dalam hal ini 

diperlukan adanya kata sepakat antara para pihak. Sedangkan kesepakatan antara 

keduapihak ini dapat berupa kesepakatan secara lisan atau dapat pula secara 

tertulis. Oleh karena itulah dikenal adanya perjanjian konsensuil dan perjanjian 

formil 

Pengertian dari perjanjian konsensuil adalah suatu perjanjian yang telah 

sah dan mengikat jika telah terjadi kata sepakat. Hal ini sesuai asas konsensualitas 

yang menjiwai Hukum perjanjian KUH-Perdata 'y 

Pada perjanjian jual-beli menurut pasal 1458 KUH-Perdata, sifat dart 

konsensualisme dalam perjanjian jual-beti ditegaskan dalam pasat tersebut yang 

berbunyi, "Juat-beii dianggap teiah terjadi jika antara kedua belah pihak mencapa 

kata sepakat tentang harga dan barang, meskipun barang itu belum diserahk.an 

mapun harganya belum dibayar 

n 

') suhetti. Aet Pergerjia, Cetat te MI, Peretti Ate±mi, Bandung 193h. 

10 



Sedangkan pengertian perjanjian formil adalah suatu perjanjian % 

sah dan mengikat jika telah terjadi kata sepakat. Maka harus dituangkan dalam 

Dengan kata lain perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang 
sah dan berlaku jika telah dituangkan dalam bentuk tertulis ) 

Kemudian periu juga diingat bahwa pada dasarnya sifat dari perjanjian 

tu adalah bebas, artinya kepada masyarakat diberi kebebasan yang seiuas-luasnu 

untuk mengadakan perjanjian yang berisit apa saja asalkan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, kesopanan, Undang-Undang dan kepatutan 

dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan azas Kebebasan Berkontrak pada pasal 

1338 ayat (I) KUH-Perdata yang berbunyi sebagai berikut, "Setiap perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang 

membuatnya 

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, hal ini mengandung 

pengertian bahwa Hukum perjanjian yang terdapat atau diatur dalam Buku [ii 

KUH-Perdata menganut sistem terbuka. Artinya bahwa pasal-pasat dalam Buku 

Ill KUH-Perdata tersebut dapat dikesampingkan manakala para pihak 

menghendakinya dan diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan tersendiri 

dalam perjanjian mereka, asal tidak bententangan dengan kesusilaan, Undang­ 

Undang dan ketertiban umum 

Maka jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Ill 

KUH-Perdata tentang perjanjian adalah merupakan lukum pelengkap. Artnya 

bentuk tertulis 



' 

peraturan ini akan beriaku bila aiam suatu peranan yang dibuat oleh para pihak 

an mereka tidak memouat suatu peraturan yang terseniri 

2, Fengertia erjanjian uat-eii f gnat. 

Dalam pasal 1457 KUH-erdata dapat ditemukan pengertian jual-beli 

yang berbunyi, Jual-beli adaiah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain 

membayar harga yang telah dryanjikan 

Dari uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa perkataan jual­ 

beii menunjukan bahwa dari satu pihak perbuatannya dinamakan penjual, 

sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeii. Dengan kata lain pihak yang satu 

(penjual) menjanjikan akan menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas 

barang yang ditawarkan, sedangkan dari pihak lain yaitu pembeli akan membayaf 

harga yang telah disetujui. Dalam hal ini hal yang perlu diperhatikan adalah 

adalah harga. Harga harus ditentukan dengan jumiah uang, karena jika tidak 

ditentukan dengan jumah uang (misalnya dengan jumlah barang), maka 

perjanjian itu bukan perjanjian jual beii melainkan perjanjian tukar menukar atau 

barter 

Dalam perjanjian juat-beli, si penjual tidak hanya menyerahkan barang 

kedalam kekuasaan pembeli secara nyata, akan tetapi diserahkan pula hak milik 

atas barang tersebut ternadap pembeli. Dengan kata lain, dalam perjanjian juat­ 

beh yang diserahkan kepada pembeii hak mitik atas barangnya, akan tetapr kalau 

yang iserahkan hanya kekuasaan atas barangnya saja oukan merupakan 

perjanjian juat-bet 
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; 

Yang penting untuk diperhatikan dalam peranpan juat-behi adafan 

tentang obyek dari perjanjian juat-beli tersebut. Di mana obyeknya harus tertentu 

dan setidak-tidaknya dapat itentukan wujud an jumlahnya 

Oleh karena itu maka penulis akan menguraikan tentang tanah sebagar 

salah satu obyek datam suatu perjanjian jual-belt 

Adapun hak-hak atas tanah adaiah sebagai berikut 

l. Hak mihik 

Pasal 20 ayat I UUPA mengatakan bahwa, Hak mitik adalah turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 

mengingat ketentuan dalam pasal 6" Dan di dalam ayat 2 mengatakan bahwa, 

Hak milik dapat berahih dan dialihkan pada pihak lain 

Serta di dalam pasal 23 UUPA dinyatakan bahwa, "Hak milik, 

demikian pula setiap perahihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak 

lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 

pasal 19 

Hak mifik hapus bila (Pasal 27 UUPA) 

a. tanahnya jatuh kepada Negara 

karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, 

2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, 

3. karena ditelantarkan, 

4. karena ketentuan pasai 2l ayat 3 dan 26 ayat-ayat 

b. tanahnya musnah 



2 iHak guna usaha 

Pasal 28 UUPA mengatakan bahwa, "Hak guna usaha adalah hak 

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka 

waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertamian, 

perikanan atau peternakan (ayat 1 

Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit S 

Ha, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 2 Ha atau lebih harus memakai 

investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai 

perkembangan zaman" (ayat 2) 

Pada pasal 30 ayat 2 UUPA mengatakan bahrwa, Orang atau badan 

hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat­ 

syarat scbagai tersebut dalam ayat I pasal ini dalam jangka waktu satu tahun 

wajib melepask an atau mengahihkan hak itu kepada pihak lain yang memenu hi 

syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna 

usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang 

bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihk.an dalam jangka waktu tersebut 

maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak piha.k 

lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah 

3. H a k  guna bangunan 

Menurut pasal 35 UUPA, Hak guna bangunan adalah hak untuk 

mendrkan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang buk.an 

mihiknya sendiri, dengan jangkxa waktu paling lama 30 tahun (ayat I 



iak guna bangunan imi terjadi metalui dua jalan (pasai 37 UUPA), 

yau 

a. Mengenai tanah yang dikuasat langsung oieh Negara karena penetapan 

emerintah 

b. Mengenai tanah milik ; karena perjanjan yang berbentuk otentik antara 

pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh 

hak guna bangunan itu, yang bermak sud menimbuikan hak tersebut 

iak guna bangunan dapat hapus karena (Pasal 0) 

a. Jangka waktunya berakhir; 

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak 

dipenuh, 

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, 

d dicabut untuk kepentingan umum, 

e ditelantarkan, 

' I tanahnya musnah, 

8 ketentuan dalam pasat 36 ayat (2) 

Hak guna bangunan yang terjadi atas tanah yang dikuasai langsung 

oleh Negara diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 

1973 

4. Hak pakai 

Pada pasai 4l ayat I UUPA mengatakan bahwa, tak pakai adatan 

hak untuk menggunak.an an / atau memungut nasit can tanan yang ikuasat 

angsung oieh Negara atau tanah mi~ik orang lain, yang memberi wewenang 

I 
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dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oieh pejabat 

yang berwenang memberikannya atau alam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau peranjian pengolahan 

tanah, segala sesuatu asad tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan­ 

ketentuan Undang-Undang ini" 

5 Hak sewa untuk bangunan 

Seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, 

apabila ia berhak mempergunakan tanah mitik orang lain untuk keperluan 

bangunan, dengan membayar kepada pemihiknya sejumlah uang sebagai sewa 

(Pasal 44 ayat I UUPA) 

Dengan adanya berbagai hak-hak atas tanah yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat diketahui pula beberapa ketentuan tentang perahihan hak atas tanah 

Terjadinya hak mihik atas tanah karena jual-behi, adalah sebagar berikut 

I. Mengenai hak mifik, pasal 22 UUPA mengatakan sebagai berikut 

a. Terjadmya hak mihik menurut ttukum Adat diatur dengan peraturan 

pemerintah 

b. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat l pasat imi hak 

mifik terjadi karena 

# Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah 

# kKetentuan Undang-Undang 

2 Pasal 26 UUPA mengatakan puta sebagai beriut 
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Jual-beii, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian 

menurut Hukum Adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 

memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah" 

(Prosedur Pelacsaa_Juat-BeliTanah Pada awasan industei 

Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria 

diatur sedemikian rupa, sehingga meninggalkan produksi dan kemakmuran rak yat 

scbagai yang imaksud dalam pasal 2 ayat 3 senta menjamin bagi setiap warga 

negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi 

diri sendiri maupun keluarganya (Pasal 13 ayat I UUPA) 

Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dart 

organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta (ayat 2) 

Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat 

monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-Undang (ayat 3) 

Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial 

termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria (ayat 4) 

Sebagai konsekuensi pemerintah mengundang modal asing ke 

Indonesia semenjak tahun 1967, yang bergerak dalam banyak kegiatan usaha 

perekonomian di negara kita ini, termasuklah kegiatan mendirikan kawasan 

ndustri di beberapa daerah di Indonesia 

Oleh karena itu maka penulis mengeiompokan dalam beberapa 

ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan kawasan industri. Yaitu 

sebagai berikut 
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I. Menurut Peraturan Menteri Dadam Negeri (MN) No.5 tahn 1974, 

Pemerintah telah nenerbitkan PMDN no. tahun 1974, yang 

mengatur tentang industrial Estate atau fawasan Industri. Dalam peraturan 

mi yang dimaksud dengan industrial Estate adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penyediaan, pengadaan dan pematangan tanah bagi keperluan 

usaha-usaha industri, termasuk industni pariwisata yang merupakan suatu 

lingkungan yang ilengkapi dengan prasarana-prasarana umum yang 

diperlukan 

Yang dapat ibenikan tanah untuk usaha Industrial Estate adalah 

badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah / 

Pemerintah Daerah 

Industrial Estate yang seluruh modainya berasal dari Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah dapat berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) atau bentuk lain 

Untuk Industrial Estate yang modalnya berasal dari pemerintah / 

pemerintah daerah diberikan Hak Pengelolaan, atau flak Guna Bangunan atau 

Hak Pakai. Dan dari Industrial Estate yang modalnya berasal dari swasta 

diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai 

Penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah an jika 

mempergunak.an fasilitas penanaman modal, maka lokasi imaksud 

menunggu persetuyuan dani Presiden atau kKetua iadan Koorinas 

enanaman Modal (KPM) 
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Untu pember.n tokasr mm ibenikan petunyu agar 

a Seyauh mungkin harus ihinaark.an pengurangan areal tanah pertaian 

yang subu 

o Seapat mungkin umantaatkan tanat yang emula tidak atau kurang 

proaukxtit 

c Lindarkan pemindahan penduduk dani tempat kedamannya 

d Lperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran 

pencemaran bagr daerah ingkungan yang bersangkutan 

oalam pasat o disebutkan sebetum mempere leh izin usaha dart 

nstans yang Derwenang maka perusahaan-perusahaan tersebut tr.ak bole 

metakuan pemoehan, penyewaan, pembebasan ha.k ataupun tan-fan bentuk 

perbuatan yang mengubah penguasaan tanah yang bersangkutan, baik scara 

tisix maupun yuni@dis bank iangsung ataupun tidak langsuneg 

Semantara menunggu diperolehnya tan atau persetujuan President 

etua Bk1M Pusat dapat mencadangkan tanah yang diperlukan kepada 

perusahaan / calon investor, seluas yang benar-benar dipertukan, dan 

menyampatan pertimbangan kepada fetua BKPMP Pelal:sanaan pembelian 

atapun pembebasan na serta penguasaan anah-tanahnya (ilakuk an atars 

asar musyawarah engan pihak-pihakx yeng mempunyamnya, di bawah 

pengawasan tiupati+ Walikotamad ya epala Daerah dan kemudian @proses 

perotenan haknya berdasarkan ketentuan pp 24 tahu 1997 dan MDN 

tahun 1973 



Dalam hat ini Bupati / Walikotamadya epala Daerah dapat 

menegur atau memberi peringatan kepada investor yang bersangkutan 

2 Menurut kKeppres no.5 tahun 1989 tentang kawasan industri. 

Sebagai tindak lanjut dani memperkembangan perindustrian di 

Indonesia, maka mutlak diperlukan suatu pengaturan tentang kawasan 

industri dan agar menarik bagi para investor diusahakan agar segala perizinan 

yang diperlukan dilaksanakan dengan mekamisme yang cepat dan etisien dan 

dilakukan dengan one stop service" 

Dengan itu pemerintah menetapkan Ketentuan tentang Kawasan 

Industri yang diatur dengan Keppres no.53 tahun 1989 

Disebutkan dalam definisi Kawasan Industni ada[ah tempat 

pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh 

perusahaan kawasan industri, dan harus suatu perusahaan badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia dan tunduk 

kepada hukum Indonesia yang khusus untuk mengelola kawasan industri 

epada perusahaan kawasan industni ini diberikan Hak Guna 

Bangunan sesuai dengan edaran dani Kepala BPN tanggal 6 Mei 1992 nomor 

550.2-1276, perihat pemberian Hak Guna Bangunan induk Partial bag 

Perusahaan kawasan industri 

Pada pasal 8 menyebutkan 4GB tersebut dibenikan untuk jangka 

waktu o tanun dengan perpanjangan 20 tanun an selanjutnya dapat 
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diperpanjang lagi untuk 30 tahun dan setiap kali 2 tahun sebeium berakhirnya 

hak tersebut sudah dapat mengajukan perpanjangan hake 

Setelah sertifikat HGi diterbitkan atas nama perusahaan Kawasan 

industri maka dapat memindahkan bagian-bagian dani HGB atau 

menyewakan bangunan beserta bagian tanah yang bersangkutan kepada 

perusahaan industri yang melakukan usaha di kawasan industri tersebut 

Sebagai kewajiban dari perusahan Kawasan Industri untuk 

menguruskan pengukuran bidang tanah yang akan dipindahkan tersebut, % 

kemudian pemindahan hak tersebut melalui PPAT setempat dan 

pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat seperti yang diatur dalam 

ketentuan PP 10 tahun 196l sebagaimana diatur dalam pasal 22 

Berakhirnya hak bilamana 

Berakhirnya jangka waktu hak tersebut dan tidak diperpanjang 

2. Jika persetujuan prinsip atau izin usaha kawasan industri dicabut maka 

iGB dan hak lain atas tanah dicabut dan perusahaan kawasan industri 

tersebut harus mengalihkan penguasaan atas tanah tersebut kepada 

perusahaan lain yang sudah mempunyai persetujuan prinsip dari Menteri 

Perindustrian 

Di dalam pasal H dinyatakan bahwa 

Perusahaan Kawasan Industni berkewajiban mengurus permintaan dan 

penyelesaian Hak Guna Bangunan untuk para pengusaha yang berlokasi 

dalam Kawasan Industri tersebut atas bagran-bagian kawasan yang 



iperuntukan bagi kegiatan inoustni sesuai dengan tata cara yang 

ditetapkan oleh Kepala Biadan Pentananan Nasional 

2 Perusahaan Kawasan industni berkewajiban untuk 

a Membuat AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

beriaku, tanpa mengurangi kewajiban pengusah industni dalam 

pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Talun 1986, 

b. melakukan penataan lokasi industri sesuai dengan sifat dan jenisnya 

atas dasar rencana tapak tanah di kKawasan industri yang teiah 

disetujui, 

c. membangun, mengelola, dan memelihara fasilitas sarana dan prasarana 

Kawasan Industri, 

d menyediakan/ mengelola fasilitas pengolahan limbah industri, 

e. membantu perusahaan yang beriokasi di kawasannya dalam 

pengurusan zmnnya, 

f. melaporkan secara berkala kegiatan usahanya kepada instansi yang 

berwenang 
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METODE PENELIT1AN 

alam penyusunan skrips mi yang berjudud "lelaksanaan +erjanjian 

Juat-iei t anah Antara investor Dengan Pi.  awasan industri 

wijayakusuma (Persero) Di Semarang" telah mnenggunk.an beberapa cara 

dalam metakukan penetitian 

engertan atau definisi cani Metodologr fenetitian menurut Kart 

arntono adatah sebagair berikut 

tstlah Metode fenetitian berasat dani kata metode, sedargkan kata metode 

berasal dart kata methodos (Bahasa Yunani) yang artinya jalan sampai, meta 

logos = jalan" ') 

serhubungan dengan upaya imiah, maka metode menyangkut masalah 

erja untuk memahami obyek yang menjar sasaran ilmiah yang bersangkutan 

Lengan denikian arti metodologr adalah tentang metode yang menyangkut cara 

kerja untuk mengetahut serta untuk dapat memahami obyel, yang menjadi sasaran 

miah penuhis adatah perjanpran jual-beli tanah di suatu Kawasan Industni 

edangan penelitian itu sendiri menurut pend'pat Sutrisno tfadi 

aoatah scbagar berm ut 

) Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial. Alumni Bandrng. 1983,h IS 
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Penelitian adaiah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana diiakukan dengan mempergunakn 

metode-metode ilmiah) 

Definisi penelitian hukum menurut Soeryono Soekanto adalah sebagai 

berikut 

Penelitian hukum adaiah sebagai kegiatan imiah yang didasarkan pada metode, 
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempeiajari satu atau 
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganahisa, untuk kemudian 
mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada 
gejala yang bersangkutan ) 

A. Metode Pendekatan 

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang menitik beratkan 

pada segi hukum an kaidah untuk meneliti sejauh mana hukum diterapkan dan 

dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum yang terjadi secara nyata 

dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dengan berbagai faktor sosial yang 

mempengaruhinya 

[.spesifiasifenetitian 

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena dari 

hasil penetitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai 

kenyataan tentang pelaksanaan dan tata cara jual-bet tanah di kawasan industri 

) soetriso Hadi, Metodologi Research. Fakultas psikologi UGM. Yogvakarta. 1980. h 43 

). Soeryono Soekanto, Pengatar Penetitan lulu, UL, Jakarta 194, 4% 
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t. Metode opufasi Dan fenarikn_sarpel 

Populasi adaiah sebuah obyei atau sebuah gejala atau selurun kapan 

atau seiuruh unit yang akcan diteiiti. Dalam suatu peneirtan, sebenarnya tidak 

periu meneiiti sebuah atau semua gejala atau semua kajian untuk dapat 

memberikan kaan dan membenikan gambaran yang tepat dan benar mengenai 

keaaan populasi, tetapi cukup engan menggunakan sebagian saja untuk diteliti 

sebagai sampel ) 

Populasi dalam penelitian ini adalah PT Kawasan Industri 

Wijayakusuma (Persero) yang berada di wilayah kota Semarang Jawa lengah 

Adapun sampel dari penelitian ini adalah beberapa responden yang ada kaitan 

serta hubungannya dengan penelitian ini, mereka adaah Pimpinan karyawan dari 

PT Kawasan lndusti Wijayakusuma (Persero) dan para Investor selaku pembeli 

tanah. Mereka diharapkan dapat diperoleh keterangan yang iebih banyak tentang 

populasi, sehingga keterangan yang diperolet dari populasi yang dipilih tersebut 

dapat «diambil kesimpulan yang umum 

Dengan pengambilan sampel ini, menggunakan metode purposive 

sampling yang artmya sebagai berikut 

" Ronny Hitij Soeitr. Metodoloi Pemliti Helm & hi Meri Chi Indonesia 
Jakarta, 1990.h 44 
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Meto@de purposive sampiing artinya bahwa penarikan sampei ini dilakukan dengan 

cara mengambit subyek didasarkan pada tujuan tertentu Teknik ini biasanya 

dipiih dengan alasan karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak 

dapat mengambil yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.') 

Sehingga iperoleh sampel penelitian sebagai berikut 

a. Pl Kawasan industni Wijayakusuma tersero), Semarang 

b. Para investor, selaku pembehi kavling industn 

Adapun respondenya adalah sebagai berikut 

a. Direktur Utama PT kKawasan Industri Wijayakusuma (persero), Semarang 

b. Manager Pemasaran PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), 

Semarang 

c. Salah satu pembeli tanah (Investor) 

D,Metode_lengumputan_pat 

Dalam penelitian skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian 

Jual-Beli Tanah Antara Investor Dengan PT Kawasan Industri Wijayakusuma 

(Persero) Di Semarang',data yang diperoleh meliputi 

I. Data Primer, 

Data primer digunakan untuk mencari hat-hal empiris tentang pelaksanaan 

Perjanjian jual-beli meliputi data pelak sanaan juat-bent di PT Kawasan industr 

Wijayakusuma (Persero) Semarang 

5) Ibid h5l 
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Data pnmer diperoieh dengan cara sebagai berikut 

Observasi Lang sung 

Suatu cara pengambilan data engan pengamatan langsung ke lapangan 

untuk mendukung data-data yang sudah ada atau hasit peneiitian yang 

pernah dilakukan. 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung di bagian / divisi 

pemasaran PT. Kawasan industri Wijayakusuma (Persero), Semarang, 

guna mendapatkan data mengenai kegiatan jual-beli tanah industri 

2 interview atau wawancara 

Wawancara dilakukan dengan Pembeli / investor dan Direktur Utama PT 

Kawasan Industni Wijayakusuma (Persero), Semarang 

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin. Di 

dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara teiah menyusun suatu 

daftar pertanyaan teriebih dahulu dan mengembangkan daftar pertanyaan 

tersebut sehingga pewawancara mendapatkan jawaban sebanyak mungkin 

Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh data yang lebih luas, kemudian 

diadakan penganalisaan data, pengecekan dan penilaian. Dengan sifat 

wawancara bebas terpimpin ini pewawancara / peneiti dapat mengadakan 

kegiatan wawancara secara luas dan komumikatit, sehingga tidak hanya 

terbatas pada pokok-pokok pertanyaan yang telah dibuat 

2. Data sekunder. 

Data se#under merupakan data untuk mendapatkan torr-teoni dan konsep­ 

konsep mengenai peiak sanaan perjanpan jual-beii tanan yang teiah disepakati 
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oien #eoua betan pita yatu pha penual yang datam hat mm 1I tawas.an 

nustn wayausuma tersero) Semarang an pihak pembeii atau investor 

bemingga calam melaksanakan juat-belt tanan, masing-masing pihak tidak ada 

yang sang Grugan oleh sala.h satu puh.a 

Data sekunder terse-but dapat diperoleh melatui Studi kepustakxaan 

laada tahap mi penuhis mengumputkan data-data dengan jalan mempelajari 

Peraturan per~Undang-Undangan, literatur-literatur serta reterens-referensit 

lannya yang berkatan dengan masalah pokok penelitan guna mendapatk.an 

asat teon alam penyusunan snips mt, sepert a.ala.h jurna + ma.k.al.ah 

ataupun mass mneca 

t. Metoue r'enyjun Data Dan Analisis bat 

• Meto@de lenyajuan Data. 

Data pnmer dan data sekunder yang telah iperoleh, dikumputk.an 

engan melaxukan pengolahan data atau erting di mana dalam crting 1ht 

semua data diperiksa, diteliti dan diselieks untuk menjamin apakah data 

dapat dipertanggungawabkan sesua dengan ke.ryataan dan sekahgus 

ntakukc.an korekst terhadap data yang kehru, serta bila perlu uadak.an 

penamoanan untuk metengkapr data yang masih kurang Sete!ah pengolanan 

ata sciesat, selanjutnya drsapk.an secara sistematis 

• Metode nalisis Data. 

Lata primer dan data selunder yang sud.ah terkumput disusun, 

rsajik.an dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kuahrtatit 
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' 

yang menghasiikan data deskriptit anaiisis, yaitu dengan pengamatan 

langsung yang inyatakan oieh responden secara tertulis maupun hisan senta 

melalui tingkah laku nyata yang utuh, dalam bentuk keterangan-keterangan 

atau alasan-alasan dan seianjutnya disusun kembai secara teratur seiningga 

akan mudah mengklarifikasinya. Anaiisis data imi merupakan pengkajian 

terhadap pengolahan data yang kemuian ituangkan dalam bentuk laporan 

penelitian atau skripsi secara sistematis 

29 



iA1 i 

LAPORAN HAIL PENELATHAN DAN PEMIAHASAN 

A , eparan sigkat f,fawasan tngustrs_ Mwiyakusuma (terseroy 

emarang 

Pi Kawasan Industni wijayakusuma (Persero) pemegang in Usaha 

noustn No 8 17/54/  l /  198 tang.gal 4 Nopember 1w an Departemen 

Perindustran an fer@dagangan, berkedudukan di Semarang yang qirikan 

beroasaran kta Notaris boeteman Arjasasmta vomor to tanggal + toper 

w,yang tetan crumumk.an alam tamoahan bienta Negara Inonesta otor 2o 

anggat st Maret 1 ,  dan diuban dengan ta Not.ris Ny Asmara Noer, if 

Nomor s an «4 tanggal l Maret I98, adalah nama sebuah perusahaan atau 

baan nu#um yang bergerak di bidang penyuatan kapiing mndustri 

apiing mndustri yang dimak sud di sint adalah sebdang tanan atgu 

laha.n sap jual / bangun yang disediakan oieh pengelola untuk cijuat atau 

disewakan kepada pengusaha / Investor 

Dan di samping menjual tanah industni, PT Kawasan Industrt 

wayakusuma tersero) juga menyewaka.an bangunan siap paka yang tentunya 

igunak.an untu# industni, misatnya menyewakan bangunan gang an lain 

sebagaya 
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ti awasan tnoustn wrpayak usuma tersero) imi adata nerupa.an 

awasan oustn yang pertama qr Jawa lengah dan berbaan nuum il tersero 

atau 4uMN tiatan tsaha Milik Negara) dengan komposst pemegang sanam 

seoaga perut 

Pemerintah Pusat 60% 

remermtan Propinsi Jawa Tengah 30% 

Pemertan abupaten Clacap 10% 

Yang dibentux pada tatun 188 di Clacap Jawa Tenga. Seangkan kawasan 

noustrnya qrboangun sejak tahun 1971 dengan lokasi di Ji. MI taryono, 

L.omams, tnacap, Jawa lengan. Lan pertu etahu banwal awasan nustr 

wjayakKusuma (Persero) mi pertama kali dibentuk bernama Pt Kawasan Industrt 

Clacap (Persero) 

being dengan kemajuan perekonomtan yang pesat serta untuk 

mangantrspas+ perrintaan iahan industni yang semakin meningkat, mas pad.a 

tanun 195 Pl kawasan industni Cilacap ( Persero ) melakukan pertuasan 

pemoangunan kawasan nustni modern yang mengutamakan wawasan 

hngungan an kenyamanan suasana, yang berlokasi d. wilayah Kota Semarang 

tepatnya qr Ji Kaya Semarang-endat Km 12 Kecamatan fugu engan nama 

kKtIW tawasan industnt fugu Wijayakusuma ) 

ada tanggal ti Januani 198 diselenggarakan UPS t Kapat tmum 

emegang baham ) Luar Basa yang telah menyetujut perubahan sebaga berikut 

• ama perusahaan irubah dani PT Kawasan Industni Cilacap t Persero ) 

menya@di PI kKawasan industni Wjayakusuma ( Persero) 
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empat keuukan an kantor puat perusahaan qrpan ant tlacap ke 

emarang 

beangan awas.an noustn fugu wayak.usma merupak.an unit 

usaha danit awasan industni wayak.usumat Persero ) yang mempunyai Visi 

sebagar berut Pengembang kawasan industn yang tmbuh secara sehat aan 

apat quandatk.an oteh mutra bismrs engan ukvngan SUM t Surber Lay%a 

Manusa y yang protestonat an sejahtera 

erusahaan mi sampa saat mt mempunya karyawan atau teoaga .era 

sepanyax » orang yang tern dart 

a aryawan tetap roagr men4an 

Manager 7 orang 

Ass Manager Io orang 

etaksana 2I orang 

o tenaga ontrak yang terdint dant 2t orang 

berta mempunyat rst 

Menyenakan ahan industni dan ±#angunan Pabrk Siap aka tBPs) bag 

investor lengkap dengan sarana dan prasaranan_a, asa konstruksit, jasa 

perguaangan, pasa pengetolaan kawasan dan kegratan-kegatan lain yang 

merupaan penunang kawasan industry 

Mengendatik.an an mengurang ampak imbah industni yang 

memoahaya#an nngkungan dan masyarak.at 
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+apun fems industni yang itampung dalam awasan industn fugu 

wayausuma aatat 

Industri makanan 

2 Industnt minuman 

3 Industri mesin 

4. in@usrt togam 

lust perbengkelan 

0. Industnt kima 

] oust sanang 

naustrr oanan oangunan an umun 

• nustn pengotanan kayu 

.Prosedur etaksangan__Jua_Belif aah d i_ P T .  kKwas.an fndu«tel 

witaatusumatterserop. 

ecara kronologrs diawahi dengan beberapa tahap, misamnya penyayak.an 

olen caton investor, surver lapangan dan menunjuk kapiing + bagian tanan yang 

nngmnkan emudian dita.jutkan dengan penawaran disertat pengrsian biangko 

permononan tanan apiing, buku tata terib @an grat perjanan service cnarge 

(pemoeran petayanan). ( terlampir ) 

aaa tahap imt isebut sebagai tahap awal yang bisa memberikan 

gamboaran kepada bagiant divisi marketing sampai sejauh mana keinginan atau 

eseriusan caion investor untuk membeli tanah qi 4T ( kKawasan lndusti fugu 

wiayakusuma ) 
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veteran terjadi kesepakatan harga qilanjutkan engan persiapan 

pemouatan kontrak dengan mehibatkan beberapa bagian terkaint antara la 

Maretng + pemasaran 

Pemasaran atau marketing bertugas memberikan pelayanan dalam bidang 

penjuatan apiing inou.stni. Misainya 

Menyapkan surat permohonan tanah kapiing industni yang akan ditanda 

tangam oieh caion investor. 

alam hat penentuan harga 

Menjetaskan tentang sejauh mana sarana an prasarana yang berhak 

dimanfaatkan oleh calon investor 

2 H u u m  an perinan 

bagian ini bertugas 

Menyusun surat perjanjian penyerahan kapling industri sesuai dengan 

kesepakatan antara Penjual / pengelola dengan pembeli / investor yang 

nantmya akan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tersebut 

Membantu investor dalam pengurusan ijin. Seperti mengurus permintaan 

dan penyelesaran fak Guna Bangunan, mer.gurus 1MB t ljin Mendirikan 

iangunan ) an lain sebagamnya 

5.oorqinator tapangan 

Member.an pengawasan terhadap segala sesuatu yang teiah ilakukan olet 

bagan-bagan terkait lainnya. Bagan imi bisa dikatakan sebagair pemmmpin 

atau korqinator dalam proses pelaksanaan penjualan tanah kapling industni 
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4 4en 

temeriksa gambar rencana situast, denah, tampak, potongan an gambar 

etant tainnya arr pabnik yang akan dibangun oleh investor 

Memeriksa encana Pengelolaan Lingkungan t RKL ) dan Rencana 

emantauan Lingkungan( KL ) di lingkungan kawasan industrt 

Menyiapan perencanaan dan pelaksanaan terhadap sarana an prasarana 

yang berkartan dengan teknik untuk kepentingan investor di ingungan 

Kawasan industni Misalnya engerasan an pengaspatan jatan, 

pengurugan, pemasangan nstalast listrik dan telephon dan tan sebagarnya 

Membertkan jasa konstruk st 

euangan 

Menawarkan an menyiapkan cara, bentuk dan jangka waktu pembayaran 

yang akan dilakuk.an oleh investor 

kontrak atau perjanjian tersebut masih bersitat interen antara pie 

pengembang + developer t ti1W )  dengan calon investor Dalam hal imi betum 

mehtbatkan Notanis. Kemudian setelah jual beli tanah itu lunas, Notaris baru 

ihrbatkan dalam pembuatan akte dan penyertifikatan HG8. Yang mana jangka 

watu penggunaan kaping oleh investor adalah sesuai dengan 40ts atas nama 

nvestor yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal int adaah 

epata antor Pertanahan Kota Semarang Hal tersebut diatur pada drat 

perjanjian jual beli tanah kapling yang terlampir dalam penulisan ii 

act s cars  deng Drs Nurtiatcro dani Bagi Marketing PT KIW (Perro) Pc 
taggal 1? tare 200 
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fak pan hewaiban PT.kw.asan ndustri Wijayakusuma ('ersero) 

engeota. 

Pengeiola menycdiakan tanah kapling untuk industni, bangunan sewa 

0an gugang oeriat 

.Pengeiota mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan / pendapatan atau jasa 

pengusanaan kaping noustri ari kegatan sebagar beriut 

engoperasran prasarana dan sarana penunyang 

Pemeiharaan an perbaikan prasarana an sarana penunyang 

• Peneiinaraa kebersihan lingkungan 

4. Pengeiolaan imoan 

besarnya imbatan akan ditentukan oleh pengeiota 

+apun standar teknis yang beriaku bagi Kawasan in@dustri adalan sebagar 

benikut 

engeiota wajib mencadangkan tanan menurut imbangan perbanaingan 

a apiing inustni seiuas maksimum 7o % dani fas tanah k.awas 

industrt 

b. Kuang terbuka hijau termasuk daerah penyangga mmmum 10 % dart 

uas awas.an Industrt 

c. Prasarana dan sarana penunjang tekmis menempati anah seluas 20 9% 

dart luas Kawasan industni 
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engeota menyerak.an sarana an prasarana sebagar berikut 

a Jatan masuk an tly over 

atan menufu tawasan industni berupa fly over iewat or atars rei kereta 

apr an beraspai 

b. Jaringan jatan lingkungan 

Jaringan jatan qi ingungan Kawasan industni oeraspat engan 1Mi t 

Laeran Mihik atan ) 2 meter an I meter 

c baturan pembuangan air hujant drainase j 

vengeiota menyeiakan saiuran primer, sel:under an terser berupa 

saturan terbuka di dalam fingkungan kawasan industri 

d Janingan distribust histrik 

Lstr q fawasan industni 0apat arperoieh engan muan ari l 

e Janngan rstribusi air bersin 

ebutunan air bersih tntuk industni disupiay iangsung olien pengeiota 

an atau PDAM Kora Semarang engan memasang janingan-janingan 

pipa sehingga pengusaha akan sangat mu'ah memenuhi kebutuhan 

ak.an ar 

t Jaringan distribusi telephon 

feiephon di Kawasan industni disediakn oieh T Telkom sesuai 

dengan keburunan 



g. renerangan jatan 

enerangan jalan r hingkunan Kawasan Industni qiseak.an olen 

pengeiota 

n arana pengenaatan moat 

L moan car 

'engetota menyediakan WW1p a@an jarmngan limban air qr epan 

pabri menuju ke lokass pengolanan air imbah 

Lmbah adat 

engelola menyediakan tempat penampungan sementara( 1PS y 

untuk munampung himbah padat tidak beracun yang berasal qari 

pabrik.Untuk [mbah padat beracun penampur.gan dan 

pengelolaannya menjaqr tanggang jawab dart masing-masing 

par 

Umit peramtoran 

antor pengelola berada di dalam kompiek Kawasan Industnt an snap 

meta yami serta membantu sesuatu yang dibutuhk.an bag penusaha 

) Sarana loadah 

engeiota akan menyediak.an tempat ibadah berupa masjid 

k. Sarana olah Raga 

Untuk keguatan olah raga drsediakan sarana olah raga 

tantmn / rumah mnak an 

tersedia kantin rumah makan di fingkungan awasan fndust 
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m unit temadam febakaran 

engeiota menyedrakan mammal I ( satu ) unit mobit pemaan 

kebakaran an hyrant qi sepanjang jalan alam kompiek tawasan 

nustni sebagar tmnoakc.an awat pemadaman 

n ios teamanan 

os keamanan itempatkan pada tempat yang strategrs dalam kompiek 

awas.an Inoustn an raga selama 2 jam penun olet+ petugas 

sat pam 

ts engeioia berhak memeniksa fimbah industn yang dieluark.an olen pabr1k­ 

pa0r 

fl'engeiota berha# mengawast an memenksa petak sanaan pemoangnan fist 

paor setap saat 

D Pengeloia berhakx memoongkar fisink bangunen an menutup park yang 

bertentangan engan peraturan dan pertndarg-tndangan yang bertaku @an 

atau esepakatan antara pengeiota dan pengutaha dengan resix menyaqr 

tangsung jawab pengusaha, setelah ada peningatan seara tertulis dart pitas 

PI kKawasan industni Wijayakusuma (Persero 

E engeiota berhakx memeriksa aktititas operasional ( jemis usaha ) pabrikx setap 

saat 



fats Dan hewaptban investor / Pengusaha, 

• eoerum meiaksanakan pemoangunan pabrik, pengusaha iwaptbkan teriebin 

anutu menycrank.an oumen yat g perlukan kepada pengeiota antara tan 

uamoar rencana srtuast, denah, potongan dan gambar decannya 

2 me scecute ( jadwat waktu ) pelaksanaan pembanpunan pabrik serta 

meiapork.an tap jemis pekerjaan yang suoah selesai 

etap pabnk yang berlokast r awasan Industnt wapb mengelola berbagar 

oampa hingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya antara tan 

feraturan bangunan 

etap perusahaan wajib mematum peraturan bangunan temtang garts 

sempaan, ketinggan bangunan, penggunaan selubung pengaman 

Konstruksi, pemasangan cerobong, ketnggran pagar, pembuatan jalan 

masuk ke kaphng nustr sesua engan buy Anda! awasan noustr 

fugu wWijayakusuma 

tsteta tingungan 

setap perusanaan drwajibkan menyeciakan tempat penampungan 

sementarat 1PS ) tertutup untuk limbah padat yang terletak di samping t 

oeaang paborik an tidak mengganggu pemanangan dengan ukuran 

sesuat dengan votume limbah padat yang ihasitkan per hart 

rkulast ratti 

betap perusanaan rwajibkan menyerakan areal unauk bong#Kar muat 

barang an tempat parkir kendaraan karyawan an tamu dalam areal 



perusanaan inaustn serta dilarang memarkir kendaraan qi DM) t Daer ah 

Mi Jalan ) Kawasan industni 

4. fenceganan kebakaran 

Untu mencegah kebakaran, pengusaha diwajibkan menyediak.an 

pemaam kebakaran Multi Purpose an diletakan di tempat-tenpat yang 

muan dijangkau dan menyediakan slang dan alat penyemprot sesuar 

dengan ukuran hydrant 

Pengnijauan 

betap perusahaan harus menanam pohon-pohon pengmyauan mammal 

U dari iuas tanan pada halaman Dilarang mengaspat atau membuat 

pengerasan pada hataman pabnik melebihi angka budtag coterage o %, 

kecuait untuk tempat parkir dan jaian masuk 

o. Semua tanah yang terbuka yang tdak qiperuntukkan untuk bangunan 

harus digunakan untuk peramanan an penghrjauan dari Jenn tanaman 

hias atau tanaman keras 

7. Pengusaha wajib menjaga terpehiharanya K ( Kebersihan, Keindahan, 

eamanan ) di ingkungannya 

• Kuahtas udara 

engusaha wapo menekan semmmat mungkmn terhadap potusr eou yang 

amouikan sampan engan ambang batas yang tetan rtentuk.an 

y. ngat keorsnngan 

Pengusaha wajib menekan semimimat mungkin terhadap eoisingan 

sampan aengan ambang batas yang tetan itentukan 



to L.moan car 

lengusaha wapt0 menekan senimmat mungkin imbah car yang 

qihasik.an pabrik an harus memenut standant baku mutu unban can 

yang tetah nentukan 

l Loan paoat 

tap pengusaha wajib membuang Aimbah padat di tempat penampungan 

sementara yang telah rtentuk.an 

l Kesehatan karyawan 

etap perusahan wapt etak sanas.an peratura s t  feselatatan a 

cenatan efa ) sesua enan peraturan Mentent tenaga .cry%a atau 

peraturan yang berlaku Y atu 

erusanaan yang memiliki karyawan kurag dart t orang, onwapok.an 

men sebuan ruang PPP dan dilengkapr engan peratatan yang 

yaga olen seorang yang Perpengalaman di bidang esehatan 

erusahaan yang menihiki karyawan lebih dani $0 orang berkewapiban 

untuk memihiki sebuah Poliklinik dan mempunyai seorang dokter, 

sebaga dokter perusahaan 

engusaha wajib menyedrakan alat pengaman kerja bag para tenaga 

era + karyawan untuk keamanan dan keselamatan selama 

menatank.an pekerjaannya 

etap pengusaha harus memiliki tenaga keamanan atau Satpam bag 

keamanan Pabrik dan lingkungannya 
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ts Ar berstt 

erusanaan wapib memantaatkan tasifitas air bersih hanya dani pengeiota 

4 remasangan papan nama perusahaan 

Untu memuahkan identitikasi, pengusaha drwapibkan memasang papan 

ama perusahaan yang r tempatan dr bagran depan pbrik an moat 

dibaca 

I samoungan histrik 

Permohonan penambahan dan penyambungan daya fistnik baru, harus 

memberitanu.an pada pihak pengeiota 

(Pengusana investor berhak atas 

engurusan penman bag pengusaha 

engusaha berhak atas pengurusan pin bagr epentingan usahanya Sepert 

pengurusan 1Mis t in Men@dirk.an piangunan ), i0 ( finder Or@onante J 

an fain sebagainya 

Jasa konsultast selain jasa konsultasi hukum 

engusaha berhak atas pelayanan konsultasi Seperti perencanaan 

bangunan pabrik 

3 Jasa konstru'si 

engusaha dapat anendapatkan pelayanan jasa konstruki bangunan pabrik 

an prhak pengeiota 

4. empat part 

Menadapatkan tempat parkir sementara bagi angkutan barang yang akan 

melakuk.an bong.kar muat terhadap suatu barang 



a5a penampungan pet kemas 

engusana apat memantaatkan lanan yang teat isear.an olen 

pengeiota yang peruntuk.an untuk penampngan sementara pet. eras 

o. Jasa pemennaraan kebersinan ingkungan 

danya jasa pemehiharaan kebersihan lingkungan guna menjaga 

kKebersihan @an keindanan lingkungan 

l. Jasa transportasi penumpang di dalam lingkungan awasan industn 

ferdapat jasa transportasi bagr penumpang ani pinti masuk fawasan 

noustr sampai ke iokast pabrik 

ten@ata-ten@data_anguiha@apt_pan_taratengatas_pate 

Pelaksanaan dual Beli Tanah. 

erasarkan wawancara yang penuhis lakukan dengan bagan 

marketing + pemasaran dan bagian hukum an perijinan PT Kawasan industri 

wiayakusumat Persero) maka telah didapat beberapa data dan informasi tentang 

hambatan an cara mengatasinya dalam preses jual beii tanah kaping industri 

Yang antara lain sebagai berikut 

• henaata ang bihadapi. 

endala-kendala t hambatan yang drhadapi dalam melaksanakxan jual 

beh oisa ago+ongan menjadi 2 (dua), yau 

a tenaia qr iapangan 

Keterbatasan kapling siap bangun khususnya kapiing ukuran kecif 

membuat pelayanan Bagan marketing menjadi kurag lengkap. arena 



a semua investor mengngnan kapmng ukuran besar, aan tetapr 

oanya juga investor yang mengrngman kapling alam ukuran kecl 

Misalnya kapiing engan ukuran [000 ml. Alasan Bagan marketing 

merasa kewatahan datam memberikan pelayanan karena su@an terlalu 

oanyak investor yang menginginkan kapiing dengan ukuran besar t diatas 

000 m2 ) maka cadangan tanah untuk ukuran kecit menjadi berkurang 

karena disatukan supaya menjadi ukuran yang lebih besar 

eraamya perbedaan ukuran antara peugas ukur ant Pi Kawasan 

noustn wiayaKusuma engan petugas ukur an tantor Pertananan iota 

emarang yang nantnya menjacd acuan alam pemouatan serut.at fiat 

tersebut pernah terjadi di dalam lingkungan k11w t  ontonnya terhacap 

apiing yang ibeti oten Bapak Sonny Paakawa, salah satu investor yang 

berkedudukan di JI. Tanggut Mas parat 22 Kelurahan Pangung Lor 

Kecamatan Semarang Utara dengan Surat Perjanjian yang telah ditanda 

taemt lien tettu ten pihat nggl • Dart 2 [ 1alp) 
katakan bahwa petugas dart pengeiota menetapk.an ukuran kapiing yang 

iyual kepada Bapak Sonny Patikawa adalah sebesar P 40 m x  L.  25 m = 

um.z ternyata seteiah qditakukan pengukuran oien petugas Gant antor 

Pertananan ota Semarang luas yang sebenarnya adalah vu ma2 engan 

penncran P 0 m x L. 24 m. Dengan adanya peristrwa tersebut maka 

penuhrs pertu melakukan kontirmasi dengan Bapak sonny Patikawa selaku 

w%car dengan Drs Nurbiantoro dani Bagian Merketing PT KIW (Persero), Pad tanggl 12 
lamani 200H 
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Investor dengan cara wawancara. Adapun hasnl wawancaranya aalah 

scbagar berikut 

banwa pada tanggal 29 Desember 2000 Bapak Sonny Patikawa telah 

menandatangami Surat Perjanjian penyerahan penggunaan kapiing industri 

Dan telah terjadi perbedaan ukuran antara petugas dari pengelola dan 

petugas dani Kantor Pentanahan Kota Semarang Dengan hasil bahwa luas 

aping yang tetan dibeli oleh Bapak Sonny Patikava bukan 1000 m2 

meiaink.an oo m2 [etapi dari pihaknya tidak merasa dirugikan karena 

pa terfaqr perbedaan ukuran maka harga kapiing akan (disesuaikan dengan 

luas yang sebenarnya yaitu tuas yang telah iukur oleh petugas an Kantor 

ertanahan iota Semarang. Dan hat tersebut telah iatur dalam Surat 

erjanan penverahan penggunaan kapiing industni yang teiah 

ditandatangani oleh kedua belah pihat 

b. Kendala Administratif 

Aanya permintaan investor agar transaksi di Notanis bisa dikectkan dart 

harga sebenarnya engan harapan bisa meaekan payak pendattaran tanah 

semmngga orsa lebih efisien 

aanya perbedaan persepsi dalam menentukan fuas bangunan yang boien 

roangun, msainya o0/ 70 % bangunan an 50/ 40 % luas halaman 

2. Cara Mengatasi hendata / Hambatan. 

a. endata di lapangan 

tarus menyiapkan kapling ukuran kecil misalnya vkuran 1000 m2 

" Hail wawancara dengan Bapak Sonny Patik.awa sclaku Investor, Pada tanggal I4 Januari 2001 



enaamya perbedaan ukuran perlu qiantrspast engan cara memasuKkan 

paoa pasat atam per1anpan emnga sccara ammstratnt keaua betan 

pihax tidak ada yang rug1an 

b. Kendala administratif 

Dan saah satu investor didapat keterangan sebagair berikut 

Sebagai investor biasanya punya keingman untuk menekan biaya paja 

penoataran tanan semimimat mungkmn, karena keuangannya seoang 

ionsentrasikan untuk membeli kapiing guna pertuasan usahanya dan 

ntu mencirik.an bangunan untuk pelaksanaan usaha Mak.a pengeiuaran 

raya-oraya seapat mungkin untut. ditekan karena untuk tujuan etisrenst 

Dan kepada pengeiota diharapkan apat mengert akan kKeadaan 

demikian 

kKeterangan dani Bagan Hukum an Perijinan 

Dengan memberikan penjeiasan secukupnya agar investor mau mengeri 

Bawa peraturan telah dibuat oleh pemerintah dengan sebagar mana 

mestinya dan tentunya pemerintah telah memimbang untung rugmnya dari 

peraturan tersebut. Seandainya untuk tuyuan etisienst sebaiknya tidak 

etstensi paca payak melamnkan pada segr yang lain. Misainya etisienst 

pada pengembangan bangunan. 

bengan membent penjelasan tentang aturan yang harus diikuti oten calon 

nvestor seperti yang tertuang datam tata tertib di Ki1W yang berouny 

Hsif wwancr dengan Bapok Sonny Patikawa selak Investor Pata taggal I4 Bmeri 200H 
Waoancara dengan Bapak Bambang Harsito, SH dani Bagian Hukum dan erijinan PT KW 



remantaatan tanan kapiing untuk banguran ma smum 70 % 

2 Jarak bangunan dani batas kapiing pada bagan samping kiri-kanan an 

belakang minimal o m 

s. Jarak bangunan pabrik yang satu dengan pabrik yang lain datam batas 

satu kapiing minimal 6 m 

«. Yang dmaksud dengan gars sempaan pagar mirmad x tebar DMJ 

t Daeran Milik Jatan) 
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BAB V 

P E N U T U P  

Pada kesempatan ini penulis mengajukan permintaan maat yang 

sebesar-besarnya apabila ada tulisan dalam skripsi ini yang tidak berkenan bagi 

para pihak terkait maupun bagr para pembaca 

Pada akhir dari pembahasan penulisan hukum ini, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab 

terdahulu. Ada kemungkinan akan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut mengenai peak sanaan perjanan jual 

beli tanah di sektor industni pada umumnya dan kawasan industri pada khususnya 

Yang dalam hal ini telah dilakukan penelitian i PT Kawasan Industri 

Wijayakusuma (Persero) yang beralamat di JLKaya Semarang-Kendal km 12 

Semarang Barat 

A,esimputan, 

Pada dasamnya proses pelaksanaan perjanjian jual beli tarah di PT 

Kawasan industni Wijayakusuma (persero) telah berjalan dengan baik dan 

sesuai prosedur yang berlaku. Asalkan antara kedua belah pihak ( 

Pengeiola dan Pengusaha / Investor ) dapat saling melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya dan dapat memanfaatkan haknya dengan 

sebenar-benarnya. Misalnya pengelola dapat mengusahakan agar segala 

perijinan yang diperlukan dilaksanakan dengan mekanisme yang cepat dan 



efisien. Kepada PT Kawasan industni Wijayakusuma (Persero) ini 

diberikan Hak Guna Bangunan scsuai dengan Surat Edaran dani Kepala 

BPN tanggal 6 Mei 1992 nomor. 550.2-1276, perihal pemberian Hak Guna 

Bangunan induk partial bagi Perusahaan kawasan industri 

2 Adanya beberapa macam hambatan atau kendala dalam proses jual beli 

kapiing industri. Diantaranya terjadi perbedaan ukuran antara petugas ukur 

dari pengelola dengan petugas vkur dani Kantor Pertanahan Kota 

Semarang yang nantinya menjadi acuan dalam pembuatan sertifikat. Senta 

adanya permintaan dari investor agar transaksi di Notaris bisa dikecilkan 

harganya dari harga yang sebenarnya dengan harapan bisa menekan payak 

sehingga bisa lebih efisien 

B. Saran-saran, 

L. Ditingkatkannya kesadaran bagi pengelola dan investor agar selalu 

melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan haknya dengan baik. Dan 

bagi pengelola perlu adanya perhatian khusus pada masalah kebersihan, 

karena kebersihan amat sangat berpengaruh pada hasil penjualan tanah / 

kapiing industri. Serta scandainya ada permasalahan yang timbul di 

kemudian hani, sedangkan masalah tersebut tidak diatur dalam perjanjian 

maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Sehingga antara kedua 

belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan 

2Dapat  mengatasi segala hambatan / kendala yang timbul dengan bijaksana 

Misainya adanya perbedaan ukuran antara petugas ukur dani pengelola 
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dengan petugas dani Kantor Pertanahan ota Semarang, maka hendaknya 

petugas dani pengelola dapat lebih teliti dalam melakukan pengukuran 

Karena kesalahan pada ukuran luas tanah sangat berpengaruh pada harga 

tanah itu sendiri. Dan segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian jual beli 

tanah hendaklah selalu dilaksanakan dengan baik dan dapat saling 

menghargai kepentingan para pihak 
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SURAT PEJANJAN 
PENYEIUAIHAN PENGUNAAN KAPLING INDUS[ 

KAWASANINDUSTRRTUG_WIJAYAKUSUMA 
Nomor /Perj-Ka/KITW/ 11 /2000 

Pada hari ini Jusat tanggal dua puluhr sembilan Desember tahun dua ribu ( 29.12 
2000), kami yang bertanda tangan di bawah ii 

Drs Ateng jailani 

Sonny Patikawa 

Selaku Direktur Utama PT Kwasan Industi 
Wijayakusuma (Persero) dan oleh karena itu see% 
pasal H ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan sah 
bertidal untuk dan atas nama PT kKAwas.an Industi 
Wijwaksuma (Persero) berkedudukan di Semarang 
yang didiikan berdasarkan Akta Notaris Soeleman 
Ardjasasmita Nomor 10 tanggal 7 Oktober 1988 yang 
telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 31 Maret 1989 
dan diubah dengan Akte Notaris Ny Asmara Noer, SH 
No.33 dan 34 tanggal 31 Maret 1998 yang telah 
diunumkean dalam tambahan Berita Negara RI Ne 
tamggal 12 Maret 1999 dan Tambahan Berita Negara 
RI N o. 2 0  tang@al 9 Maret 1999 selanjutnya discbut 
PIAK PERTAMA 

Swasta yang berkedudukan di JI Tanggul Mas art 

Cm 22 Kelurahan Panggung Lor Kecamatan 
Semarang Utara bertindak untuk dan atas nama diri 
sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

PIH1AK PERTAMA da PIHA KE9DUA secara bersama-sama selanjutnya disebut 
PARA PIHAK, menyatak:an terlebih dahulu 

Bahwa bedasarkan surat PIHAK KEDUA tanggal 23 Nopember 2000 tentang 
permohonan pembelian KAPLING kepada PIHAK PERTAAMA 

alwa berdasarkan hal tersebut diatas, PARRA PIHAK sepakat untuk mengadakan 
perjanjian penyerahan penggunaan Kapling yang akan diatur dalam pasal-pasal 
scbagai berikut 

Pa«al I 
Lokasi KAPLING 

PILA, K E D I A  bemak sud akan membeli KAPLING di Kawasan Induetri 
l g  Wijakursuma da P A K  PET AAMA menyetujui maksud tersest 



2 Sebagaimana tercantum dalam ayat I Pasal ini, PIHAK PERT AAMA 
menyediakan KAPLING di Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma seluas 
L. 000  m2 ( seribu meter persegi ), dengan lokasi dan ukuran sebagaiman 
tercantum pada peta yang telah ditanda tangani PARA PIHAK, yang 
merupakan lmpiran tak terpisahkan dari Perjanjian ini 

Pasal 2 
Hag KAPLING 

Atas pemhelian KAPLING oleh PHHAK KEDUA dari PIHAK PER TAMA 
PIHAK KEDIA berkewajban membayar harga KAPLING terscbut scbveeat 
Rp 127 000_/m2 dengan haga kesclurhan sebesar Rp 127 000 000_ 
(seratus dua puluh tujuh juta rupiah) Harga tersebut belum terrasuk 
PPN8% sebesar Rp I0 160.000, ( sepuluh juta seratus enam puluh ribu 
rupiah ), schingga harga keselurhan termasuk PPN8 % menjadi Rp 
17 160.000, ( seratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu 
rupiah ) 

2 Jika dikemudian hari dati hasil pengukuran resmi olch instansi yang 
berwenang, ternyata bahwa luas Kapling kurang atau lebih dari luas yang 
disebutkan dalam Pasal I ayat 2, maka kekurangan atau kelebihan luas 
Kapling tersebut akan diperhitungkan kemudian dengan harga satuan per 
meter persegi sebesar Rp 127 .000,( seratus dua puluh tujuh ribu rupiah ) 
belum termasuk PPN8% 

3 Harga KAPLING tersebut belum termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan Bangtnan ( 9PH[1 ) «ebe«at Rp 4 850.000, ( empat juta delapan ratus 
lima puluh ribu rupiah) dan Ake Notaris / HGB sebesar Rp 3,000.000,­ 
(tiga juta rupiah) yang langsung dibayar oleh PIHAK KEDUA ke Notaris 
pada saat penandatanganan perjanjian jual beli dilakukan 

Pasat } 
Pembayat an 

PIAK KEDUA akan melak sanakan pembayaran harga KAPLING termasuk 
PrN ma kepada P A K  PERTAAMA sebesar Rp 137 160 000,-( seratus tiga 
puluh tujoh juta seratus enam puluh ribu rupiah ), dengan ketentuan sebagai 
berikut 

a Pembavaran pertama sebagai tang muka sebesar Rp 120 000,000,­ 
(seratus dua puluh juta rupiah ), dibayar paling lambat tanggal 
79 pscmher 2000 

h lonbavaan kedua sebesar RRp 10 000 000,- ( sepuluh juta rupiah ), 
dihaya pada tanggal IS Jami 200l 

e Pembeara ketiga schesar Rp 7 160 000,- ( tujuh juta seratus cnam 
puluh ibu rupiah ) dihayas pada tanggal IS Pebruari 200H 

I/ 



2 Apabila lIIAMK KEDU'A tclah melunasi pembayaran harga KAPLING 
termauk PPN ya kepada PIHAK PERTAMA, mak PARA PIHAK akan 

melak anal an pendatanganan akta jual beli ate KAPLING yang dial sud 
dalam la«al I avat 2 

lasal 4 
Jaminan P'embayatan 

P A K  KEDNA di ajibk an menyerahk an jaminan at.as perbayaran angsuran 
sebagaimana tercantum dalam Pasal } ayat I, kepada PIHAK PERT AAMA 
bempa 2( dua ) lemhar Bilyet Giro, masing-masing scbesat 

a Pembayaran kedua scbesat Rn 10 000.000, dibayar pada tanggal 
Is Jani 2004 

b Pemhayaran ketiga sebesat RRp 7 160 000,- dibayar pad tanggal 
Is Pelnaui 200I 

Bilyet Giro terscbut dikeluarkan oleh Bank International Indonesia ( BI ) 
Cabang Jl Pereda Semarang dan diserahk an PIHAK KEDUA kepadu PIHAK 
PETA\MA pada «aat penamdatanganan penyerahan penggna kK APL ING 
industri 

2 Jika angsuran sebagaimana terscbut Pasal } ayat l pada saat jatuh ternpo tidak 
dibayar oleh PI#AK KEDUA dan Bilyet Giro sebagaimana tercantum dala 
ayat I Pasal ini termyata tidak ada dananya pada saat jatuh tempo maka Pl4AK 
PERTAAMA akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA at.as 
keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2 oloo ( dua permil ) per hari 

Pasal S 

Penggun KAPLING 

KAPLING sebagaimana tersebut dalam Pasal l ayat 2 diperuntukan untuk usah 
industri rebel dan setip perubahen penggunaa KAPLING harus dibveritahukn 
kepada PIA PERT AAMA, tanpa menimbulkan kewajiban kepada PIHAK 

PETA4MA terhdap penyediaan fasilitas dan atau pelayanan yang bersifat khusus 

Pasal 6 
Jngka wakta penggunaan KAPLING 

hangka walt penggaan Kapling oleh PIHAK KEDUA adalah sesai 
demean HG at nama P I A ,  KEDA sang dikeluarkan oleh instansi yang 
hewena 

2 Apabila jka wakt HG telah huabis, maka PIHAK KEDIA dapat 
mengijuk a permohanan pepanjangean 14Gt pada instansi yang berwenang 
sesuai dens perattan perdangn van berlaku 

. l 
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Pasal 7 
Pelak sanaan Pembangunan 

Dalam waktn selambat -lambatnya 6 bulan sesudah penandatanganan 
perjanjian peyerahan penggnaan KAPLING, PIHAK KEDUA harus sudah 
mengadak an ak tifitas pembamgunan pabuik 

2 PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PER'TAMA, gambar­ 
gambar tencana sebelum mulai melaksanakan pembangunan dan gambar­ 
gambar pelaksanan setelah pembangunan selesai 

PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PI4AK 
pp.TAMA saat dimulainya pembangunan pabwike 

4 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pembangunan pabrik tersebut wajib 
mengikuti segala ketentuan pemerintah termasuk pembuatan RPL dan RKL 

5 Rt, da 

KEDUA 
dimulai 

RKI, hats sudah diterima oleh PIH[AK PERTAMA dai PIH1AK 
selambat-lambatnya I bulan sebelum pelaksanaan pembangunan 

6 PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan wajib memperbaiki kersakan sarana 
dan prasarana yang rusak akibat pembangunan yang dilaksanakan oleh 
P A K  KEDU,A 

asal 8 
Peratutan Tata Tertib 

Dalam pembangunan pabrik dan operasional pabrik PIHAK KEDUA wajib 
mentaati peraturan Tata Tertib yang berlaku di Kawasan Industri Tugu 
Wijnyakusoma 

Tata tertih Kaasan lmdustri Tugu Wijayak usuma scbagaiana tersebuf 
dala ayat I Pa«al ini merupak an bagian tidak terpisahkan dani Perjanjian int 

Pasal 9 
Feralihan Pemilik an KAPLING kepad PIHAK KET1GA 

Peralihen pemilila K APLING olch PIH1AK KEDUA kepada PIH1AK KET1GA 
dimungk ink.an sejah untuk kepentingan industri dengan syarat 

Seijiu PIAK PERTAMA, dan ijin dari PIHAK PERTAMA tersebut tidak 
boleh diperslit tanpa alasan yang jelas 



2 PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya administrasi kepada PI1AK 
PERTAMA, sebesar 2,50 % dati harga jual kepada PHAK KET1GA apabila 
PHHAK KEDIA menjual K APLING masijh kosong dan belum ada bangunan 

1 Semua kewajiban yang melekat pada PIHAK KEDUA beralih menjadi 
kewajiban dan tagang jaw PH4AK KET1GA Peralihan taggung jawal 
PIHAK K E D I A  kepada PIHAK KF GA dituangkan dalam surat perjanjia 
yang mengik.at kcdua belah pihak dengan disaksikan oleh PIHAK PERT AMA 

Pasal I0 
iaya - biaya 

Segala biaya yang timbul atas pembelian KAPLING seta kegiatan pembangunan 
palik menijadi beban P A K  KEDUA 

Pasal I I  
Pajak-pajak 

Pajak-pajak yang timbul atas erjanjian ini menjadi beban masing-masing pihak 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 

sol I2 
iaya Pemeliharaan Lingkngan 

Apabila PIHAK KEDUA sudah mengoperasikan pabriknya atau selambat­ 
lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah Perjanjian ini ditanda tangani, PH1AK 
KEDIA dikenakan biaya pemelihaaan lingkungan oleh PHAK PERTAMA 

2 Besarnya biaya pemeliharaan lingktngan scbagaimana tersebut dalam ayat 
Paeal ini akan diatr dalam Perjanjian Service Charge tersendiri 

Pasat 1 
iaya Pemakaian Air Bersih 

esatiya biaya pemakaian air bersih yang disediakan oleh PIHAK PER1AMA 
epada PI4AK KEDIA, Akan diat dalam Perjanjian Service Charge tersendiri 

Pasal 14 
Limbah 

AK KEDUA betangugiawah atas limbah yang dihasilk an dan menjain 
mutn limhah terscbut sesnai dengan bakn mutt yang ditetapkan oleh 
Pemerintah 

{ 



2. PIHAK PERTAMA tidak bertangtgjaw.ab terhadap tuntutan PIH1AK 
KET1GA, atas limbah yang dihasilkan dan diolah oleh IHAK KEDUA apabila 
tidak melalui proses pengolahan limbah yang disediakan PIHAK PERT AMA 

3 lHHAK PERRTAMA menyediakan instalasi pengolahan limbah cait yang dapat 
dimanfaatkan oleh PHAK KEDIA 

4 Pemakaian instalasi pengolahan limbah cair sebagaimana tersebut dalam ayat l 
Pasal ini oleh P A K  KEDUA aka dikenakan biaya pengolahan limbah yang 
akan diatur dalam Perjanjian Service Charge tersendiri 

Pasal I5 
Sarana dan lrasat ana 

PIHAK PERR TAMA wajib menyediakan jaringan air, listrik dan telepon sampai 
jalan didepan Pabrik PIHAK KEDUA, sedangkan biaya penyambungan sampai 
di Patik dean biaya pemakaiannya ditanggung oleh PIHAK KEDUA 

2 PIHAK PERRTAMA enjamin P A K  KEDUA bahwa KAPLING yang 
diserahkan bbas dati tuntutan pihak manapun dan KAILING yang 
diserahkau dalam kondisi siap pakai ( telah ditinggikan setinggi jalan) 

1 PHIHAK PERRTAMA betanggung jawab atas tersedianya salran limbah cait 
hasil proses produksi PI[HA KEDUA mulai dani instalasi pengolahan limbah 
cair sampai dengan jalan didepan Pabrik PIHAK KEDUA 

- . 

lasal 16 
Pembatalan Perjanjian 

ARRA PIH1AK dengan alasan apapun tidak diperkenankan membatalkan Perjanjian 
ini, kecuali apabila PIHAK KED(A tidak mentaati dan atau tidak melaksanakn 
ketentuan salaht satu pasal dai Perjanjian ini, meskipun PIHAK PER AMA sudah 
menvampaikan ( tiga ) kali teguran atas kelalaian tersebut secara tertulis kepada 
IHIAK KEDUA, maka PIH1AK PERTAMA berhak secara sepihak membatalk.an 

Perianjian ini 

Pasal 17 
Akibat Pembatalan l'erjanjian 

Apahila batalya Ferjanjian ini scbagai akibat sebagaimana tecantm dala 
Pasal 16, maka 

Hal p e n m a a n  KAPLING oleh PHHAK KEDIA otomatis menja«di ggur, dan 
KAIL ING tescbut pada Pasal I ayat 2 menjadi milik PIHAK PER&TAMA 

e 

I' 

I 



b Bangunan-bangunan, mesin-mesin dan perlengkapan-perlangkapan lain yang 
ada diatas KAPLING terscbut harus disingkirkan keluar Kawasan Industni Tugt 
Wijayakusuma oleh dan atas beban biaya pihake PIHAK KEDUA, selambat­ 
lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian ini dinyatakan 
batal 

c. Apabila sesudah jangka waktu } (tiga) bulan setelah Perjanjian ini dibatalk.an 
PH[HAK KEDIA belum juga menyigkirkan bangunan-banguan, mesin-mes 
dan perlengkapan-perlengkapan lain, maka PIHAK PERTAMA berhak 
menyingkirkan atas beban biaya dan resiko PIH AK KEDUA 

d PIHAK KEDUA tidak dapat menarik kembali uang yang telah dibayark.an 
kepad PHAK PERTAMA 

Past 18 

Pengembalin KAPLING 

Atas pengembalian KAPLING oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, 
PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA dalam penggunaan 
KAPLING tersebut bcbas dani segaha pembebanan dan atau tuntutan dala bentuk 
apapun dari pihak lain 

Pasal 19 
Keadan Terpaks 

Keadaan terpaksa adalah kejadian-kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK 
untuk mengatasinya. Kcjadian yang dimaksud adalah banjir, kebakaran, ge1pa 
bumi, huruhara yang mengakibatkan kerusakan lahan, bangunan dan prasarana 
beserta peralatan didalamnya 

2 Adanya keadaan terpaksa, pihak yang mengalami keadaan terpaksa harus segea 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat­ 
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

3 Adanya pemberitahuan scbagaimana dimak sud dalam ayat 2 Pasal ini, PARA 
tAK akan bermusyawarah untuk menentukan langkah penyelesaiannya 

Past 20 
Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelak sanaan Perjanjian ini, PI1AK 
PERRAAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan cata 

syawat al 

2 Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka 
PAPA PIIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui hukum 

7 /I I 



dengan menilih domisili hukm yang tetap dan tidak berubah di Kantor 
Panitera Pengadilan Negeri Semarang 

Pasal. 2 
Lain-lain 

PIHAK PER TAMA bertanggungiawab terhadap tuntutan PIHAK KET1GA 

apabila terjadi perselisihan masalah kepemilikan KAPLING dengan PI4AK 
KET1GA 

2 Hal-heal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian 
berdasark.an kesepakatan PARA PIHAK 

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangami PARRA PIH AK di Semarang 
pada hari dan ta ggal seperti diatas, dalam asli rangkap 2 ( dua ) masing-masing 
bermaterai cuknp dan merpunyai kekuatan hokum yang $a1a 

PIHAK KEDUA PIHAK PER TAMA 
PT Kawasan [dustri Wijayakusuma 

{ Pe -  y \  v  rwf detseto 
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PERJANJAN SERVICE CHARGE 

Noor Perj-SC/KTTW/12/20 

Pada hani ini Jum at tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua nibu 
(29-12-2000), kami yang bertandatangan dibawah ii 

Drs Ateng Djailani 

Direktut Utama T Kawasan Industni Wijavakusuma ( Persero ), dan oleh 
karena itu sesuai Pasal I I  avat (5) Anggaran Dasa Perseroan, sah bertindak 
untuk dan atas nama PT Kawasan lndustni Wiavakusuma (persero) 
pemegang ijin Usaha lndusti No 817/SJ/SK/XL/1998 tanggal 4 Nopembet 
1998 dai Departemen Perindustrian dar. Pedagangan, berkedudukan di 
Semarang yang didirikan berdasarkan Alta Notaris Soeleman Ardjasasmita 
Nomor I0 tanggal 7 Oktober 1998_ yang telah diumumk.an dalam T ambaha 
Derita Negara Indonesia nomor 6 tanggal I Maret I8o, dan diubah den@au 
Akta Notaris Ny.Asmara Noer, SH Nomor 3 dan 4 tanggal 3l Maret 198 

sclanjutnya disebut PIHAK PERT AAMA 

ll t Daiwan 

Swasta yang berkeduduk an di faggul Mas Baat (m 22 kKeluaha 
Panggung Lor Kccamatan Semarang Ultara yang selanjutnya disebut pihal 
PIH AK KEDUA 

pl[AK PERT AMA dan Pl[A kKED+A secara bersama-sama selanjutnya dicut 

PARA PIHAK 

Berdasarkan Surat Perianitan No /Peri-Ka/12/000 Tanggal 29 Desemhe 
0o0, Penha Penyverahar Pengguaan apling lodusti mnaka dengan ini PARR A 

Pl1AK sepal.at untu# mcngadakan P e a a n  Service Charge seperti diatur dalam 
pasal-pasal scbagai berikut 

lasal l 
Kewajthen PIHA PERTAMA 

Menyediakan sarana dan prasarana untuk suatu kawasan industni seperti jalan, 
drainase, jaringan listrik dan telepon 

Menyediakan suplay air bersih sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDA 

3. Atas permintaan PIHAK KEDUA, melakukan pengolahan limbah cair yang 
dihasilk.an PIHAK KEDIA hingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapk.an 
Pementah 

Menvediakan tenasa kcamanan schaeai koodinatow keamanan di link ung 

wasan indestft ltgu waval ts0a 

i 

' I 
t 



/sol 

/'eeilea AmgAuga 

PIHAK KLDUA dikenakan 
Rp 1 300,-/m /tabun dani total 

hiaya 
tanal 

pemehiharaan ingkungan chesat 

yang diiliki belum termasuk pajal 

l 

2 Biaya pemehiharaan lingkungan scbagaimana dimak sud dalam avat Pasal i i  

adalah mchiputi biaya untuk penghauan, perawatan jalan, drainase 
peneranan jalan dan keamanan link utan 

3 Pembayaran biaya pemeliharaan lingkungan dikcnaan slambat-lambatnya I. 
bulan setelah perjanjian ditanda tangai dan atau pada sat 4AK KE-DUA 
mengoperasikan pabil 

4 Pembayaran biaya pemeliharaan lingkungan dilakul.an di kantor pf Kawaa 
lndusti Wijayakusuma( Persero ) setiap bulan sekali antata tanggal S sampan 
dengan tamggal IS pada bulan yang bersangkutan 

< Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimak sud dalam ayat 4 [asal ini 
tidak dilakukan pembayaran, maka PIHAK KEDIA dikenakan denda sebesat 
2%o perhari keterlambatan 

6. Biaya pemeiharaan ingkungan tuk tah berikutnya akan ditentuk an 
emudian sesuai dengan kesepakatan PARA PI4A 

/ a l  

/'emakata Air Bersth 

PIHAK KEDUA ikenakan biaya pemakaian air bersih dengan tarif sebesat 
Kp 750/ml ntuk tahun pertama dan biaya perawatan water mete 
RRp. 5.000,- perbulan 

2 PIHAK KEDUA dilenakan biaya penyambunga instalasi ait bersih kedalam 
pabrik scbesar Rp. 1625 000,- ( satu juta enam tatus dua puluh lima nibu 
piah ), dengan standar ukuran pipa inci 

3 Pembayaran pemakaian air bersih dilakukan dikantor pT Kawasan Industri 
Wijayakusuma ( Persero ) paling lambat tanggal IS pada bulan berikutnya 

4. Untuk tahun berikutnya tarif akan ditentukan kemdian sesuai dengan 
esepakatan PARA PIHA 

asal 4 
/'engolahen Limbuah (air 

IHAK KEDUA dikenakan biava pengolahan limbah cait sebesat 
Rp. 7 0 0 , / n t u l  tahun pertama dan perawatan water meter Rp S 000 
perbulan 



IHA KEDUA dikenakan 
kedalam pabrik sebesar Rp 

biava penyambungan 
I6 000 000,­ 

bah 

[II4AK KEDA wah memenuli ketentuan baku mutu limbah cair sesai 
denan PARAMU TE ang belaku di K4TW «cbelum lirbahi cair dialit 
ke jaring,an pengolahan air limbah 4 T W  

Pembvaran baa 

f awasan Industrt 
bulan berikutnva 

penolaha at lihah clad.uk.an di 
Wijavakursuna (Persero) paling lambat tanggal 

hantof 

IS pad 

$ PIHA KEDUA paline sedikit I ( sat ) Aali dalam sebulan «Lt 
elapork.an hasil analisa kwalitas air limbah yang hilakuk an olch laboratoriu 

yang «itunjuk olch Guberr Jawa Tengah 

6 PIHHA, PER&TAMA berheal sewaktu-waktu mengadak an emerita 
terhada; air limbahr yang hihasilk.an oleh PIH4AK KEDNA 

7 Kenail,an biaya pengolahan lirbah eair unto, tahun berikutna al au 
ditentukan kemudia scsuai dengan kesepakatan PARA [IHA 

awl S 

Sank w-eke 

Apabila terjadi kelalaian PIHAK PERTAMA dalam hal penyediaan air be at, 

dan pcngolahan air limbah sehingga menyebabkan kergian PIHAK KEDIA 
maka PlHAK PERTAAMA bertanggung awab atas penyclesaian kemgiat 
dimak sud, kccuali ada pemadaman listnik daui eusahaan Lituik Nest 
(PLN ) dan force mayou 

Apatila sampat dengan tangegtal scbagamana ditetapk.an dalam las.al + a t 

dan Paal 4 ayat 4, PIHAK KEDNA tidal, ielakul.an pembayaran, 1at 

IHAK KEDUA akan dikenak an denda 2 %o perhati sampai dengan to 
(tiga puluh) hani, setelah tcnggang waktu terscbut PI4AK KEDUA a sih 
belum melaksanakan pembayaran tunggakan, maka akan dilakuk.an penutupan 
instalasi air bersih dan pengolah limbah 

J Penyambungan kembali instalasi air bersih dan air limbah akan dilakuk an 
setelah PIHAK KEDUA melak sanakan segala kewajibanya dan dikenak an 
biaya penyambungan bar 

4 Apabila PIHAK KEDUA tidal memenuhi ketentuan mengenai kwalitas air 
limbah sesuai dengan Pasal 4 ayat }, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan 

sank.si pembayaran yang ditentuk.an olch PI4AK PERT AAMA 



asol 6 

Keadaan Terpaksa 

Keadaan terpaksa adalah kejadian-kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK 
untuk mengatasinya yang menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan 
kewajibanya. Kejadian yang dimaksud adalah banjir, petir, gempa bumi, 

kebakaran, huru hara sehingga mengakibatkan kerusakan lahan, bangunan dan 
prasarana beserta peralatan didalamnya 

2 Apabila salah satu pihak mengalami keadaan terpaksa, maka kewajiban yang 
melekat kepadanya menjadi gugur 

3 Apabila terjadi keadaan terpaksa, maka pihak yang mengalami harus segera 
memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam waktu selambat­ 
lambatnya 7 hari kerja 

Pasat 7 

Penyelesaian Perselisihan 

Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian ini, PARA 
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah 

2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai maka 
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum dengan 
memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Semarang 

Pasal 8 
Lain-lain 

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian 
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK 

Demikian Perjanjian Service Charge ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di 
Semarang pada hari dan tanggal seperti diatas, dalam asli rangkap2 ( dua ) masing­ 
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 

I 

PIHAK KEDUA 

Ir DAriwan 

PIHAK PERTAMA 
PT Kawasan Industri Wijayakusuma 

(Persero) 

Drs. Sunarno 
Kor Lap 



PT. (Persero ) KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA 
AL. MAY4 SEMAAN KENDAL KM 12 Se44AANG $0010 90. 0  102 TELE/NON (024)46164, 46621$6, 66134$,$61$$,614 

iii Fur (ad $61476. £ kl rec.co. 

Nomor 

Lamp 
Hal 

33/S/PT K1W/01/200 

Surat Keterangan telah 
Melaksanakan Reseach 

Semarang, 18 Januari 2001 

Kepada 

Yth Bapak Pembantu Dekan I 
Universitas Isalam Sultan Agung 
Fakultas Hukum 
J Raya Kaligawe Km4 
di 

Semarang 

Dengan hormat, 

Yang bertandatangan dibawah ini 

Nama Ir Bambang Setiyawan 
Jabatan Manager SDM dan Umum 
Alamat JI. Raya Semarang-Kendal Km 12 Semarang 

PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) 

Menerangkan bahwa 
Nama 
NIM 
Semester 
Alamat 

Judul Sripsi 

R. Bayu Trissaptoaji 
03.96.4346 

IX 

Plamongan Indah I 5/ No.8 Semarang 
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Antara 
Investor Dengan PT. Kawasan Industri Wijaya­ 
kusuma (Persero) di Semarang 

benar-benar telah melaksanakan Research untuk mengumpulkan data guna 
menyusun skripsi Sarjana Lengkap 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat 
dipergunak an sebagaimana mestinya 

.-., 

PT Kawasan Industri Wijayakusuma 
(Persero) 

ors]­ 
Ir. Bambang Setiyawan 

Manager SDM dan Umum i"[  

e. e h t $e /w e e  



PEMEINTAH PROPINSI JAWA TENGAH 

SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
J Parda No 127 . 1 33  T0lp. 515591 515592 Fax. 546802 

Koe Pos $0132 e-mail bppditg 6 indosat . net. id  
Semarang 

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/ SURVEY 

Nomor .R/e6//1/2061 

Surat Guberu Propinsi Jawa Tengah tang9al 15 gustu 1972 Na@mot 
Bappend/345/VII/72 

I. MENA[K I Surat Kadit Sospol Pesnerintah Popinsi Jawa Tengah 
a. 1°Jpn9r4 2091 o 07o 9/1/281... 

2 Suet den D I_Fgk Huku UNI3SULA_Semran 

tel. ! 4anuar1.29$1. or 01$/3.1/SA-H/1/2491 
ll. Yang bertada-tang@an di, bawah ini Ketua Baden Perencana.as Pembangunan Daera.h 

(B3AP9EDA] ropinsi Jawa T~n@ah, bertinda.k atas nama Gubernur Jawa Tengah, menataka.n 
TIDAK KEBERATAN Alas pelaksanaan research/ survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah 
yang dilaksaalas oleh 

I. DASA 

' 
Vea 

2 Pokerjaan 
3 Ala mat 
4 Pena nggun@giawab 
5 Maksud tujuau 

research/sureg 

6 Lok.si 

R Bayu Trissapt+al 
Mahas1swa 

. J I ,  Plamngan In~ah 15 - , Semarang 
DJauhar1 SH, M, Hum 
Penyusunan Skripsi «engan Juul ; 
PELKSAMAAN PERJNIAN JUAL BELI TANAH ANSARA 
INVESTOR DENGAN FT KANSAN INDUS TRI WIJAYAKUSUMA 
(ESERO) DI SEMARANG. 

den@an ketentuau-ketentuan sebaged berikt; 
a. Pelakanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu gang dapat 

en@googgu kestabilan Peerintah 
b. Sebelum melaksaaka research/ survey langsung epada responden, harus terlebih daulu 

elaporkau epada Fenguasa Daerah setempat 
c. Setelah research / survey selesai supaya menerahkan hasilnga kepade App9DA Jaw 

Tengah 

IV Surat Rekomendast Research / Survey ini berlaku due 
tonggal1 anuri s/« 11 Februrt 21 

TEMBUSAN 
I. Bakorstanasda Jateng / DIY 
2. Kapolda Jateng 
3. Kadit Sospol Penerintah Prop. Jawa Tengah 
4. BupatWalikotaadia .Sear.an 

5. Arsip 

Dikeluankan di S E M A R A N G  
Pada tanggal , 1¢ enuari 201 

A.. GUBERNUR JAWA TENGAH 
KETUA BAPPEDA 

U.B 

y .  to  iiravc 
7.. I 

BAPpey '//L- 

urmu«hi 
......... . ) 
5¢ $34 37 



I1KIA\ I UIK/AI DUDI/LL I U L A I  I I  

PROPINSI JAWA TENGAH 
JI.  Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205 

S E  M A  R A N G  

Semarang, 10 Januari 2001, 

Nomor 
Sifat 
lampiran 
Perihal 

oror 0H //oo. 

ljin Penelitian 

Kepada Yth 

Ketua BAPPEDA 

Propinsi Jawa Tengah 

J1. Pemuda Nomor 132 

Semarang 

Membaca Surat PD I Bak. lulu Unissula Semarang nomor 011 /3,1/ 

SA--H/1/2001 tanaral 03 Jan 2001 raksud Sr, , BAY TISSAPTOAJI akan mo ­ 

ngadakan penelitian tontang ± " PZLAKSANAAN PERT AUJLAN JUAL BELT 'TAMAI AN'TA 

I INVESTOR DZIGAI PE, KASAI IDDU'TE.CI ILJAYAKUSUMA ( PER SEIO )  DI SEIUARANG 

utuk skripsi 

Lokasi 

Wal tu 

Penangtuna iaMab 

Kota Semarang 

11 an 2001 a/ 11 P6b 2001 

Djauhari SI, 11um, 

l 

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk 
diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang 
berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan 
yang berlaku. 

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi 
/Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat 
- lambatnya 1 (satu) bulan, diwajbkan menyerahkan hasilnya kepada 
DIREKTORRAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA 
Propinsi Jawa Tengah. 

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu 
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata 
tertib serta Norma norma yang berlaku di lokasi penelitian 

KEPALA DIEKT AT SOSIAL POLITIK 
PROPIN! WA TENGAH 
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